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[bookmark: _Toc214316205]BAB I
[bookmark: _Toc179110331]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc179110332][bookmark: _Toc214316206]Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas sistem perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, seperti profesional, pengusaha, dan freelancer, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kontribusi pajak. Namun, tingkat kepatuhan mereka sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.
Pada Triwulan I tahun 2023, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan (WPB) di Kalimantan Timur (Kaltimtara) baru mencapai 59,39% dari target 83%. Capaian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kepatuhan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak, dan tarif pajak. Apabila pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirasakan lambat atau prosedurnya terlalu rumit, maka kepuasan wajib pajak akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan sebagian WPB menunda atau enggan melaporkan SPT Tahunan. Situasi ini semakin diperparah ketika wajib pajak merasa tarif pajak yang dikenakan cukup tinggi, sementara kemudahan administrasi serta manfaat dari pajak yang dibayarkan belum dirasakan seimbang. Akibatnya, kemauan wajib pajak untuk patuh secara sukarela menjadi menurun, sehingga target kepatuhan sulit untuk dicapai.
Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat ketaatan seorang wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Ahmad Ardiyansyah, 2016). Umumnya, kepatuhan ini diukur melalui sejauh mana wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan instansi atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan serta kebutuhan wajib pajak (Rida Maulana, 2022). Aspek ini mencakup ketepatan, kecepatan, kejelasan informasi, keramahan petugas, dan kemudahan dalam proses administrasi. Semakin baik mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin besar pula rasa puas dan kepercayaan mereka terhadap lembaga perpajakan.
Kepuasan Wajib Pajak merupakan perasaan puas yang timbul setelah wajib pajak menerima pelayanan dari otoritas perpajakan, yang menggambarkan seberapa jauh layanan tersebut mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mereka (Mardina Mey Mahapsari1), 2024). Kepuasan ini tercapai ketika kualitas pelayanan seperti kemudahan prosedur, kecepatan, kejelasan informasi, serta keramahan petugas sesuai bahkan melampaui harapan wajib pajak.Tarif pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak merupakan besaran persentase pungutan pajak yang dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dameanti Sirait & Surtikanti, 2021). Artinya, tingkat tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat berdampak pada perilaku wajib pajak tarif yang proporsional cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu.
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU ini bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di bidang perpajakan.  Mengetahui pajak adalah hal penting bagi pemerintah Indonesia petugas pelayanan pajak membuat beberapa metode untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak secara akurat dan tepat waktu satu-satunya pilihan adalah menerapkan sistem penilaian diri sendiri. Hal yang paling penting adalah pembayaran pajak yang tepat waktu. untuk meningkatkan kesadaran publik. Kesadaran individu yang menjadi wajib pajak (WP) Dengan kata lain, keadaan seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak harus dipahami dan dipahami.terhadap peraturan saat ini, dan membayar tanpa paksa. Selain itu, ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan individu (Juli Ratnawati & Sefita Rizkyana, 2022).
Di Indonesia, pajak terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beberapa jenis pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor tertentu (PBB sektor P3), serta Bea Meterai.
Dari berbagai jenis pajak pusat tersebut, PPh dan PPN memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pemungutan yang tertib dan efisien serta peran aktif masyarakat dalam menaati kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik secara menyeluruh.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Kualitas pelayanan mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan, ketepatan, transparansi, dan kemudahan akses informasi. Jika ini terjadi, wajib pajak akan merasa lebih puas dan lebih mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, ini dapat berdampak positif pada pendapatan pajak. Kepuasan Wajib Pajak,  Kepuasan wajib pajak adalah hal yang sangat penting. Jika wajib pajak merasa dihargai dan diperhatikan, mereka akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya.
Penelitian oleh (Di et al., 2022)menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang merasa dilayani dengan baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi motivasi wajib pajak untuk patuh.
Kepuasan wajib pajak juga merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa puas dengan pelayanan yang diterima cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka, di mana semakin tinggi tingkat kepuasan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak jika mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat menyebabkan perasaan skeptis terhadap sistem perpajakan dan mengurangi keinginan untuk patuh (Tazkiah, 2024).
Tarif pajak yang diterapkan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak. Penelitian oleh Bahl dan Martinez-Vazquez (2019) menunjukkan bahwa wajib pajak mungkin merasa bahwa beban pajak yang tinggi tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Sebaliknya, tarif pajak yang wajar dan adil dapat mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara tarif pajak yang efektif dan kualitas pelayanan yang memadai. Penetapan tarif pajak yang transparan dan dapat dipahami oleh wajib pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan.
Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan memahami hubungan antara ketiga variabel ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan pendapatan negara.
Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu: “Pengaruh kualitas pelayanan,kepuasan wajib pajak dan tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  orang pribadi ”
1.2 [bookmark: _Toc214316207]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?



1.3 [bookmark: _Toc214316208]Tujuan Penelitian
       Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
1.4 [bookmark: _Toc214316209]Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis
Sebagai bahan referensi dan pengetahuan lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.
1.4.2 Manfaat Praktis
Di harapkan dari penelitian ini dapat memberikan dampak nyata bagi instansi perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pelayanan perpajakan, penyesuaian tarif pajak yang lebih proporsional, serta penguatan upaya peningkatan kepuasan wajib pajak.
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[bookmark: _Toc214316210]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc214316211]Theory Of Planned Behavior
Theory of Planned Behavior  (TPB)  merupakan konsep yang menyatakan bahwa perilaku individu muncul dari niat untuk bertindak,dan  yang dipengaruhi oleh keyakinan tertentu. Meskipun individu memiliki berbagai keyakinan tentang suatu perilaku, hanya sebagian kecil yang akan berpengaruh saat menghadapi situasi tertentu. Keyakinan yang muncul inilah yang akan terlihat dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 2012). kemudian munculnya niat dari individu untuk berprilaku dapat disebabkan oleh tiga faktor penentu, yaitu:
1. Behavioral beliefs, adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari suatu perilaku. Keyakinan ini mencakup penilaian subjektif individu tentang manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh dari melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Keyakinan ini mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku tersebut dan dapat meningkatkan atau mengurangi keinginan mereka untuk melakukannya.
2. Normatif beliefs, adalah keyakinan seseorang terhadap  kebutuhan nor matif individu  dan dorongan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), norma subjektif berasal dari normative beliefs, yang menunjukkan bagaimana seseorang melihat tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Teman, keluarga, atau kelompok sosial lainnya sering menjadi sumber pengaruh ini, yang dapat mendorong atau menghalangi tindakan tertentu.
3. Control beliefs,adalah keyakinan yang dimiliki seseorang tentang bahwa ada faktor-faktor yang dapat membantu atau menghalangi suatu perilaku yang  dilakukan. Control beliefs, menurut Theory of Planned Behavior (TPB), berkontribusi pada persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) atau self-efficacy, yang menunjukkan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Keyakinan ini mencakup persepsi seseorang tentang sumber daya dan tantangan mereka saat ini, serta seberapa besar dampaknya terhadap kemampuan mereka untuk bertindak.
(Harinurdin, 2009) mempertimbangkan perasaan wajib pajak terhadap fasilitas yang tersedia secara publik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, terlihat dari seberapa baik atau buruk fasilitas umum yang diterima akan berdampak pada wajib pajak untuk memenuhi biaya.
2.2 [bookmark: _Toc214316212]Pajak Pusat
Pajak Penghasilan Pusat adalah pajak langsung yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh individu maupun badan usaha selama satu tahun pajak. Pengelolaan pemungutan pajak ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi seluruh penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak.
Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dikelola oleh pemerintah pusat, antara lain:
         PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. PPh Pasal 22 dipungut dalam transaksi tertentu, khususnya ekspor, impor, dan pembelian barang oleh instansi pemerintah atau badan usaha tertentu. PPh Pasal 23 diberlakukan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau penghargaan, sementara PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak tahunan yang dibayar secara berkala, dan PPh Pasal 29 merupakan pelunasan kekurangan pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan.
Sebagai salah satu komponen utama penerimaan negara, Pajak Penghasilan Pusat berfungsi mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pendanaan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
2.3 [bookmark: _Toc214316213]Pajak Penghasilan Orang Pribadi
2.3.1 [bookmark: _Toc214316214]Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan oleh pemerintah pusat kepada individu atas seluruh penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang strategis dan memiliki peranan besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Ketentuan mengenai pajak penghasilan ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal, dengan penyempurnaan terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, kewajiban membayar Pajak Penghasilan dikenakan kepada setiap individu yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini mencakup berbagai kategori pekerja, mulai dari karyawan tetap yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, hingga individu yang menjalankan pekerjaan bebas atau memiliki usaha sendiri, seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, seniman, hingga freelancer dan pelaku usaha mikro.
2.3.2 [bookmark: _Toc214316215]Persyaratan dan Proses Pembayaran Pajak Orang Pribadi
Setiap Wajib Pajak orang pribadi wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan administratif sebelum melakukan pembayaran pajak. Persyaratan utama meliputi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam sistem perpajakan, pendaftaran diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili, serta pencatatan dan pelaporan seluruh penghasilan tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, Wajib Pajak perlu menyusun pembukuan atau dokumen pendukung yang mencerminkan rincian penerimaan, pengeluaran, dan potongan–potongan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
Proses pembayaran dimulai dengan perhitungan sendiri besaran pajak terutang, yakni dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari total penghasilan bruto selama satu tahun pajak. Setelah jumlah terutang diperoleh, Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi lainnya dengan menggunakan Kode Billing yang dihasilkan dari aplikasi e-Billing DJP. Selanjutnya, dalam jangka waktu hingga 31 Maret tahun berikutnya, Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan baik secara elektronik (e-Filing) maupun secara manual dilengkapi bukti potong, bukti setor, serta lampiran dokumen penghasilan dan potongan yang relevan. Dengan melaksanakan seluruh persyaratan dan prosedur ini secara tepat waktu dan akurat, Wajib Pajak orang pribadi membantu menjaga kelancaran penerimaan negara dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2.3.3 [bookmark: _Toc214316216]Tarif Pajak Orang Pribadi
Tarif pajak pendapatan merupakan besaran yang diterapkan pada individu yang menjalankan kegiatan usaha bebas, seperti pekerja lepas, ahli konsultasi, atau profesi serupa yang tidak terikat dengan kontrak kerja permanen. Besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu yang berprofesi bebas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf a, dengan skema tarif bertahap berdasarkan Pendapatan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut adalah penjelasannya:

1. Besaran Pajak Pendapatan bagi Individu yang Bekerja Mandiri ditentukan secara bertahap sebagai berikut:
a. 5% untuk PKP mulai dari Rp60.000.000
b. 15% untuk PKP mulai dari Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000
c. 25% untuk PKP mulai dari Rp250.000.00 sampai Rp500.000.000
d. 30%untuk PKP mulai dariRp.500.000.000 sampai Rp.5.000.000.000
e. 35% di atas Rp.5.000.000.000w
2. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi individu yang berprofesi bebas ditetapkan sebagai berikut:
a. Individu belum menikah: Rp54.000.000 per tahun
b. Individu menikah tanpa tanggungan: Rp58.500.000 per tahun
c. Individu menikah dengan 1 tanggungan: Rp63.000.000 per tahun
d. Individu menikah dengan 2 tanggungan: Rp67.500.000 per tahun
e. Individu menikah dengan 3 tanggungan atau lebih: Rp72.000.000 per tahun
3. Cara Menghitung Pendapatan Kena Pajak bagi individu yang berprofesi bebas dilakukan dengan langkah:
a. Mengurangkan pendapatan kotor dengan pengeluaran yang boleh dikurangkan (misalnya biaya operasional, biaya hidup, atau menggunakan Norma Penghitungan Pendapatan Neto/NPP jika tidak menerapkan pembukuan).
b. Mengurangkan hasil itu dengan PTKP untuk memperoleh PKP.
c. Menerapkan besaran tarif bertahap pada PKP.
4. Kewajiban Laporan bagi individu yang berprofesi bebas mencakup:
a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
b. Membayar pajak secara cicilan (PPh Pasal 25) apabila PKP melebihi Rp60.000.000 per tahun.
c. Menggunakan sistem e-filing atau metode lain yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2.4 [bookmark: _Toc214316217]Kepatuhan Wajib Pajak 
2.4.1 [bookmark: _Toc214316218]Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat penting karena pajak di Indonesia memiliki sifat yang memaksa. Menurut (Rana & Diah, 2022), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.
Dalam sistem ini, diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka, yang berdampak pada pendapatan negara dan pembangunan ekonomi.
Ada beberapa  jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut (Rana & Diah, 2022) adalah:
1. Kepatuhan formal, adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak. kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.
2.4.2 [bookmark: _Toc214316219]Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
1. Kepatuhan Formal yaitu Memenuhi kewajiban administratif, seperti pendaftaran dan pelaporan SPT tepat waktu.
2. Kepatuhan Material yaitu Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, termasuk pelaporan penghasilan yang akurat.
3. Kepatuhan Sukarela yaitu  Menjalankan kewajiban pajak tanpa paksaan dari otoritas.
4. Kepatuhan Terpaksa yaitu Memenuhi kewajiban pajak karena adanya sanksi atau tekanan dari pihak berwenang.
5. Kepatuhan Jangka Panjang yaitu Konsistensi dalam mematuhi kewajiban pajak dalam jangka waktu yang lama.
2.5 [bookmark: _Toc214316220]Kualitas Pelayanan
2.5.1 [bookmark: _Toc214316221]Pengertian Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan pajak adalah proses yang mendukung wajib pajak dengan memberikan perlakuan yang baik, yang pada gilirannya menciptakan kepuasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan berkualitas, wajib pajak lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Menurut (Komala et al., 2014), kualitas pelayanan pajak diukur dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak.
Pelayanan yang berkualitas harus memenuhi empat unsur penting bagi wajib pajak, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan yang baik dapat diukur melalui kemampuan untuk memberikan pengalaman yang memuaskan, responsif, serta sikap yang sopan dan dapat dipercaya dari aparat pajak. Semua ini menciptakan hubungan yang positif antara petugas pajak dan wajib pajak, sehingga mendorong kepercayaan dan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan.
2.5.2 [bookmark: _Toc214316222]Jenis-Jenis Kualitas Pelayanan Pajak
Pelayanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk interaksi langsung, respons melalui media sosial, atau tindakan konkret. Menurut Harahap (2010), jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh perusahaan mencakup:
1. Pelayanan verbal: Ini adalah layanan yang biasanya dilakukan oleh bagian Humas, layanan informasi, dan sektor lain yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau informasi kepada siapa pun yang memerlukannya.
2. Pelayanan tertulis: Bentuk pelayanan ini merupakan yang paling umum dalam pelaksanaan tugas. Pelayanan melalui tulisan dianggap efisien, terutama untuk interaksi jarak jauh karena memperhitungkan biaya. Untuk memastikan kepuasan penerima layanan, penting untuk memperhatikan kecepatan dalam menangani masalah serta proses penyelesaiannya (seperti pengetikan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen).
3. Pelayanan melalui tindakan: Jenis layanan ini dilakukan oleh petugas di tingkat menengah dan bawah. Karena itu, keterampilan dan keahlian petugas sangat berpengaruh pada hasil kerja mereka. Layanan ini sering kali melibatkan elemen komunikasi verbal, karena interaksi lisan umum terjadi dalam konteks pelayanan. Namun, fokus utama adalah pada tindakan atau hasil yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tujuan utama mereka adalah menerima pelayanan dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya sekadar penjelasan lisan.
2.6 [bookmark: _Toc214316223]  Kepuasan Wajib Pajak
2.6.1 [bookmark: _Toc214316224]Pengertian Kepuasan Waib Pajak
Kepuasan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan yang dialami konsumen setelah membandingkan apa yang mereka terima dengan apa yang mereka harapkan. HUSNI MUHARRAM RITONGA (2020) kepuasan merupakan reaksi emosional yang muncul setelah seseorang membandingkan persepsinya tentang kinerja atau hasil suatu produk dengan ekspektasi yang dimilikinya.
Dalam konteks perpajakan, kepuasan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan para wajib pajak. Dengan demikian, kepuasan wajib pajak adalah keadaan di mana mereka merasakan pemenuhan dari harapan dan kebutuhan mereka secara langsung. Pelayanan yang dianggap memuaskan adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajak. Ketika kepuasan ini tercapai, wajib pajak cenderung akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika kepuasan tidak tercapai, hal ini dapat mengurangi kemauan mereka untuk membayar pajak.
2.6.2 [bookmark: _Toc214316225]Jenis-Jenis Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi
Ada dua jenis kepuasan wajib pajak orang pribadi, yaitu:
1. Kepuasan Fungsional: Ini adalah kepuasan yang diperoleh dari aspek fungsional layanan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi merasa tenang dan aman setelah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Misalnya, setelah membayar pajak penghasilan pribadi, mereka merasa lebih nyaman, terutama saat menghadapi situasi seperti pemeriksaan pajak atau pengajuan kredit.
2. Kepuasan Psikologikal: Jenis kepuasan ini bersifat lebih emosional dan tidak berwujud. Wajib pajak orang pribadi merasakan kebahagiaan atau kepuasan batin saat melaksanakan kewajiban perpajakan. Contohnya adalah perasaan senang yang timbul akibat mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas di kantor pajak, yang membuat mereka merasa dihargai dan diurus dengan baik.





2.7 [bookmark: _Toc214316226]Penelitian Terdahulu
2.7.1 Table  penelitian terdahulu
	No
	Peneliti
(tahun)
	Judul penelitian
	Keterkaitan penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Zahrani (2019)	Pengaruh pemahaman pajak,kualitas pelayanan pajakdan sanksi pajak terhaddap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Penelitian ini untuk mengkaji  kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	2
	(Putra et al., 2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi
	Penelitian ini untuk mengkaji kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
	Pelayanan Fiskus tidak
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

	3
	Khodijah et al. (2021)	Pengaruh pemahasman peraturan perpajakan,tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi
	Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan  dan  tarif pajak terhadap kepatuhan wajiib pajak
	Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.
Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga

	4
	Romasi Lumban Gaol & Frederika Heleniwati Sarumaha (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan
Fiskus,Penyuluhan Wajib Pajak,Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah.
	Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wjib pajak
	Berdasarkan hasil penelitian
Menunjukkan bahwa pelayanan fiskus,berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Medan


	
5
	Andreansyah & Farina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wjib pajak
	Pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak mempunyai pengaruh signifikan dan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	6
	Puspanita et al. (2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wjib pajak
	Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. 2. Pelayanan online berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah pelayanan online maka akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan yang semakin tinggi.

	7
	Natasya & Andhaniwati (2023)	Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Samsat Kabupaten Gresik
	Penelitia ini mengkaji tentang kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Berdasarkan hasil penelitian, kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kenadaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Gresik

	
	Eka Aprilia (2021)	Pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo
	Penelitia ini mengkaji tentang kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	hasil yang menyatakan kepuasan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribad

	8
	Deva & Triyono (2021)	Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

	Penelitia ini mengkaji tentang kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Pelayanan pajak dan kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	9
	Monika & Jenni (2021)	Pengaruh Perilaku Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penggunaan E-Billing, E-Filling, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Penelitia ini mengkaji tentang kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Berdasarkan Hasil pengujian disimpulkan bahwa perilaku kepuasan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	10
	Raharjo et al. (2020)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
	Penelitia ini mengkaji tentang tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara parsial yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak hanya tarif pajak dan kualitas pelayanan

	11
	Chandra & Sandra (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

	Penelitia ini mengkaji tentang tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

	12
	Putri & Situmorang (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital
	Penelitia ini mengkaji tentang tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak

	13
	J Tawas et al. (2016)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada kpp pratama bitung)
	Penelitia ini mengkaji tentang tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.

	14
	Caroline et al. (2023)	Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

	Penelitia ini mengkaji tentang tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


	Sumber data : diolah oleh penulis, 2025














2.8 [bookmark: _Toc214316227]Kerangka konseptual 
[bookmark: _Toc214310639]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
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2.9 [bookmark: _Toc214316228]Pengembangan Hipotesis
2.9.1 [bookmark: _Toc214316229]Hubungan antara Variabel Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Peningkatan mutu layanan di kantor pajak diharapkan mampu menarik minat wajib pajak orang pribadi untuk datang dan menyelesaikan tugas perpajakan mereka. Di sini, Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) sangat berlaku. Dengan fasilitas yang cukup dan kemudahan dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem online seperti e-Filing, wajib pajak orang pribadi lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka. Keyakinan bahwa proses pembayaran pajak, baik secara langsung maupun daring, akan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik dan nyaman juga memainkan peran penting dalam hal ini.
Berdasarkan studi oleh Ishak Awaluddin dan Sitti Nurnaluri (2017), mutu layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian lain dari Marfila et al. (2019) juga menunjukkan bahwa mutu layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Temuan ini menegaskan betapa pentingnya layanan yang baik untuk mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan fenomena tersebut maka hipotesis dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:
H1:   Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib       pajak orang pribadi 
2.9.2 [bookmark: _Toc214316230]Hubungan antara Variabel Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Peningkatan kepuasan wajib pajak orang pribadi diyakini akan meningkatkan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan terkait penghasilan pribadi. Dalam hal ini, Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) sangat relevan. Akses informasi yang mudah, sikap petugas yang ramah, serta tanggapan cepat terhadap masalah yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan di kantor pajak. Ketika wajib pajak orang pribadi merasa puas dengan kinerja petugas, mereka cenderung menganggap proses pembayaran pajak sebagai lebih sederhana dan menyenangkan. Hal ini, pada akhirnya, akan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, kemungkinan wajib pajak orang pribadi untuk aktif membayar pajak penghasilan juga akan meningkat.
Berdasarkan penelitian oleh Awaludin et al. (n.d.), dapat disimpulkan bahwa kepuasan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara parsial. Di sisi lain, penelitian oleh Reynaldo Tan et al. (2021) menunjukkan bahwa kepuasan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak penghasilan. Temuan ini menyoroti pentingnya kepuasan wajib pajak orang ribadi dalam konteks kepatuhan perpajakan, meskipun efeknya dapat berbeda antara penelitian yang satu dengan lainnya. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:
H2: Kepuasan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

[bookmark: _Toc214316231]2.9.3 Hubungan antara Variabel Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tarif pajak merupakan salah satu elemen krusial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pembayaran pajak penghasilan. Dalam konteks ini, teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) sangat berlaku. Pemerintah memberikan insentif pajak berupa diskon untuk pembayaran pokok Pajak Penghasilan (PPh) dan pembebasan denda PPh. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak orang pribadi dan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Inovasi kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan akan muncul niat yang lebih kuat dari wajib pajak orang pribadi untuk patuh dalam pembayaran. Oleh karena itu, penyesuaian tarif dan insentif dari pemerintah sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak.
Hasil penelitian oleh Attamimi & Asalam (2021)menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Selain itu, penelitian oleh Awaloedin et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa tarif pajak berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak penghasilan. Kedua studi ini menegaskan pentingnya pengaturan tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:
H3: Tarif pajak ber pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.10 [bookmark: _Toc214316232]Model Penelitian 
Model penelitian dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak, dan tarif pajak orang pribadi sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Model ini didasarkan pada teori kepatuhan pajak dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik, tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, serta penetapan tarif pajak yang adil dan proporsional dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antar variabel tersebut diuji secara empiris melalui analisis statistik untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga model penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penelitian dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.





	
Gambar 2. 2 Model Penelitian
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[bookmark: _Toc214316233]BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc214316234]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional variabel mengacu pada penjelasan variabel yang disesuaikan dengan konteks objek penelitian. Dalam studi ini, terdapat dua kategori variabel: variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah elemen yang memengaruhi atau menjadi pemicu variabel dependen. Di sini, variabel independen mencakup mutu layanan, kepuasan wajib pajak, dan besaran tarif pajak. Sedangkan variabel dependen adalah yang terpengaruh oleh variabel independen, yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.1.1 [bookmark: _Toc214316235]Kualitas Pelayanan
Mutu layanan adalah proses bantuan yang disediakan oleh kantor pajak kepada wajib pajak orang pribadi, dengan tujuan memberikan layanan optimal saat mereka menjalankan pembayaran pajak penghasilan. Menurut Indikator yang dipakai untuk mengevaluasi mutu layanan ini meliputi:
1. Ruangan kantor yang memadai
2. Penerapan sistem e-filing
3. Layanan yang cepat dan responsif
4. Perhatian terhadap wajib pajak orang pribadi
Dalam penelitian ini, skala Likert dengan lima tingkat (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju) diterapkan untuk mengukur variabel. Setelah responden mengisi kuesioner yang memiliki lima opsi penilaian, skor setiap indikator untuk setiap variabel dijumlahkan untuk diproses lebih lanjut.
3.1.2 [bookmark: _Toc214316236]Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tingkat kepuasan wajib pajak orang pribadi ditentukan oleh evaluasi mereka terhadap pengalaman saat membayar pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Samarinda. Tingkat kepuasan ini muncul sebagai hasil perbandingan antara ekspektasi wajib pajak dengan realitas yang diterima. Metrik yang digunakan untuk mengukur kepuasan wajib pajak orang pribadi adalah:
1. Proses penyelesaian masalah yang lancar
2. Kemudahan akses informasi
3. Kesopanan petugas
4. Kecepatan tanggapan terhadap keluhan
Dalam studi ini, skala Likert diterapkan untuk mengukur variabel, yang menyediakan lima pilihan: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala ini, responden diminta mengisi survei yang terdiri dari lima level penilaian, kemudian skor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel dihitung untuk dianalisis.
3.1.3 [bookmark: _Toc214316237]Tarif Pajak
Besaran tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan wajib pajak orang pribadi untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Tarif bisa berkurang jika ada potongan tarif atau sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan. Tarif pajak menggunakan metrik berikut:
1. Diskon tarif PPh
2. Pembebasan sanksi
3. Kemampuan membayar PPh sesuai aturan tarif yang berlaku
Dalam penelitian ini, skala Likert dengan lima tingkat, yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, digunakan untuk mengukur variabel. Responden mengisi survei yang terdiri dari lima opsi penilaian, lalu skor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel dijumlahkan untuk diproses.
3.1.4 [bookmark: _Toc214316238]Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kondisi di mana wajib pajak menyelesaikan semua kewajiban pajak penghasilan yang terutang tepat waktu. Di mana pihak yang bertanggung jawab atas pajak harus mengisi formulir yang diperlukan dan membayar jumlah pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk kepatuhan pajak adalah:
1. Memenuhi kewajiban PPh sesuai aturan yang berlaku
2. Membayar PPh sesuai jadwal
3. Melengkapi data sesuai persyaratan untuk pembayaran PPh
4. Memahami tanggal pembayaran PPh
Dalam studi ini, skala Likert digunakan untuk mengukur variabel, yang menawarkan lima opsi: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan penerapan skala ini, responden diminta mengisi survei yang terdiri dari lima level penilaian. Kemudian, skor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel dijumlahkan untuk dianalisis lebih lanjut.
3.2 [bookmark: _Toc214316239]Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan wilayah yang mencakup objek atau subjek dengan ciri dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan disimpulkan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Jika populasi sangat luas dan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti semuanya misalnya karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, atau waktu peneliti bisa memilih menggunakan sampel dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus benar-benar mewakili populasi Noeraini (2016). Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Samarinda.
Studi terbaru yang berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan status pekerja bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan bahwa total populasi yang dijadikan objek penelitian berjumlah 14.502 orang. Angka ini menggambarkan keseluruhan WPOP pekerja bebas yang terdaftar dan masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ilir. Besarnya populasi tersebut menjadi acuan penting dalam penentuan jumlah sampel penelitian serta mencerminkan potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan dari sektor pekerjaan bebas di wilayah tersebut. Perhitungan sample dalam penilitian ini di uji dengan perhitungan statistic menggunakan Slovin.
			[image: ]

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi (14.502)
e = batas kesalahan (margin of error), biasanya 5% (0,05)



Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah sample yang di gunakan dala penelitian ini sebanyak 389  responden.
3.3 [bookmark: _Toc214316240]Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berbentuk angka, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbandingan secara objektif antarvariabel yang diteliti. Data tersebut berkaitan dengan realisasi kewajiban perpajakan dan karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di  KPP Pratama Samarinda Ilir.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada WPOP pekerja bebas di Samarinda. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat kepatuhan, pemahaman, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.


3.4 [bookmark: _Toc214316241]Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Iffan et al. (2018)  menyatakan bahwa kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana responden diberi serangkaian pertanyaan untuk dijawab. Jika peneliti sudah jelas tentang variabel yang akan diukur dan harapan responden, kuesioner akan efektif digunakan. Jika jumlah responden besar dan tersebar di seluruh wilayah, metode ini sangat cocok. Kuesioner, yang dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup, dapat dikirim langsung atau melalui internet. Tanpa bantuan peneliti, responden memberikan jawaban secara langsung. Pendapat responden tercermin dalam pertanyaan kuesioner. Studi ini menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5 skor; skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan responden yang lebih tinggi, dan sebaliknya.
[bookmark: _Toc214310583]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Kriteria penilaian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Ragu-Ragu
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


Sumber : Sugiyono (2015)
3.5 [bookmark: _Toc214316242]Analisis Data 
PLS adalah salah satu teknik dalam Structural Equation Modeling (SEM) yang dianggap lebih unggul dibandingkan metode SEM lainnya. SEM menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengeksplorasi kombinasi antara teori dan data, serta dapat melakukan analisis jalur pada variabel laten. Oleh karena itu, banyak peneliti di bidang ilmu sosial yang memilih metode ini. PLS merupakan metode analisis yang sangat efisien karena tidak terikat pada banyak asumsi. Data tidak perlu memenuhi distribusi multivariat normal (indikator dengan skala rasio, ordinal, dan interval dapat digunakan dalam satu model), dan ukuran sampel tidak harus besar Rahmi (2022).
Partial Least Square (PLS) tidak hanya berfungsi untuk mengonfirmasi teori, tetapi juga untuk menjelaskan adanya hubungan antara variabel laten. PLS tidak hanya digunakan untuk memverifikasi teori, tetapi juga membuatnya lebih sesuai untuk analisis prediktif berdasarkan data atau informasi dari penelitian. Partial Least Squares (PLS) adalah metode analisis yang berguna untuk meneliti konstruk yang terdiri dari indikator reflektif dan formatif. Pemilihan PLS dalam penelitian ini didasarkan pada empat variabel potensial yang menggunakan indikator refleksif, di mana pengukuran variabel dilakukan melalui metode faktor reflektif orde kedua.
Model refleksif mengasumsikan bahwa variabel laten memengaruhi indikator, dengan arah kausalitas bergerak dari konstruk ke indikator. Oleh karena itu, penting untuk mengonfirmasi hubungan antara variabel laten. Metode analisis faktor orde kedua, yang dikenal juga sebagai model komponen hierarkis, memungkinkan pengulangan jumlah variabel atau indikator. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah penggunaan algoritma standar PLS untuk mengestimasi model, seperti yang diungkapkan oleh Sholihin & Ratmono (2021).
Penerapan PLS dalam analisis ini berfungsi untuk mengeksplorasi dan memvalidasi hubungan antar variabel, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi konstruk yang diteliti.
3.6 [bookmark: _Toc214316243]Evaluasi Model
Dalam penelitian ini, digunakan indikator reflektif yang menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan konkretisasi dari variabel konstruksinya. Arah indikator berasal dari konstruk menuju indikator, serta varians yang ada dalam pengukuran skor variabel laten yang merupakan fungsi dari true score ditambah error. Untuk mengukur indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sub-model, yaitu outer model yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan, sedangkan pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha dan composite reliability. Selanjutnya, inner model digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
3.7 [bookmark: _Toc214316244]Model Pengukuran
Dalam penelitian ini, digunakan indikator reflektif yang menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan konkretisasi dari variabel konstruksinya. Arah indikator mengalir dari konstruk ke indikator, dan varians yang ada dalam pengukuran skor variabel laten merupakan fungsi dari true score ditambah dengan error. Untuk mengukur indikator, peneliti memanfaatkan dua sub-model, yaitu outer model yang mencakup pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan, sedangkan pengujian reliabilitas melibatkan Cronbach's alpha dan composite reliability. Selanjutnya, inner model digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen.Untuk menguji validitas diskriminan, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted (√AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya. Selain itu, validitas diskriminan juga dapat dinilai melalui nilai cross loading, di mana setiap nilai variabel harus lebih besar dari 0,70. Berikut adalah rumus untuk menghitung AVE.
		
	
	Keterangan:
	λi  	: factor loading
	F	:faktor variance 
	Ѳii	:error variance
Selanjutnya, pengujian reliabilitas suatu konstruk penting untuk membuktikan adanya koherensi, konsistensi, dan ketepatan indikator dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menganalisis composite reliability dan Cronbach's alpha. Namun, composite reliability dianggap sebagai metode yang lebih superior dibandingkan dengan Cronbach's alpha, karena sering kali memberikan nilai yang lebih rendah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menguji composite reliability:
	
λi  	: factor loading
F		:faktor variance 
Ѳii	:error variance
3.8 [bookmark: _Toc214316245]Inner Model
Model internal menggambarkan hubungan antara variabel laten. Dalam mengevaluasi model struktural (Inner Model), ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan menurut Ghozali & Latan (2015).
a. R-Squares (R²) menunjukkan kekuatan prediksi untuk setiap variabel endogen dan memiliki interpretasi yang sama dengan regresi OLS.
b. F-Square (f²) digunakan untuk mengukur pengaruh substantif dari variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. Square dapat dihitung dengan rumus tertentu
	

Keterangan : 
 R2include dan R2exlude merupakan nilai R-Square variabel endogen pada saat prediktor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam persamaan strktural.
Path oefficient adalah metode untuk menguji hipotesis dengan menganalisis nilai signifikansi guna mengetahui pengaruh antar variabel, yang dilakukan melalui prosedur bootstrapping. Nilai T-statistic digunakan untuk menilai tingkat signifikansi pengaruh antar variabel dalam penelitian. Selain itu, nilai Original Sample menunjukkan arah pengaruh variabel laten, baik positif maupun negatif.
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